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Abstrak

Kejadian pelecehan seksual termasuk cat calling merupakan suatu bentuk kekerasan pada
Perempuan yang menjadi sebuah permasalahan khusus yang sering terjadi disekitar kita.
Terlebih yang terjadi dilingkungan kampus yang korbannya tentunya para mahasiswi yang
berada dikampus tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis relevansi Undang - Undang
Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam upaya perlindungan hak
Perempuan korban pelecehan seksual, khususnya cat calling dengan menggunakan perspektif
feminist legal theory. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data
utama berupa wawancara dengan mahasiswi kampus Unhasy yang mengalami cat calling. Selain
itu data juga diperoleh melalui observasi dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan
metode deskriptif dan interpretasi. Merujuk pada hasil penelitian menunjukan bahwa UU Nomor
12 Tahun 2022 memiliki relevansi dalam upaya perlindungan hak Perempuan korban pelecehan
seksual termasuk cat calling. Namun perspektif feminist legal theory mengkritisi adanya bias
patriarki yang dapat menghambat keadilan serta kesetaraan gender dalam perlindungan hukum.
Hal inilah yang menjadi sorotan tentang pentingnya pemberdayaan Perempuan dan
penghapusan diskriminasi dalam upaya mencapai keadilan dan perlindungan hak Perempuan.

Kata kunci : cat calling, feminist legal theory, pelecehan seksual

Abstract
Incidents of sexual harassment, including catcalling, are a form of violence against women which is
a special problem that often occurs around us. Moreover, what happened on campus was that the
victims were of course female students on campus. This research aims to analyze the relevance of
Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence in efforts to protect the rights
of women who are victims of sexual harassment, especially catcalling, using a feminist legal theory
perspective. This research uses a qualitative approach with the main data source being interviews
with Unhasy campus students who experienced catcalling. Apart from that, data was also obtained
through observation and documentation studies. Data analysis was carried out using descriptive
and interpretation methods. Referring to the research results, show that Law Number 12 of 2022
has relevance in efforts to protect the rights of women who are victims of sexual harassment,
including catcalling. However, the feminist legal theory perspective criticizes the existence of
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patriarchal bias which can hinder justice and gender equality in legal protection. This highlights the
importance of empowering women and eliminating discrimination in efforts to achieve justice and
protect women's rights.

Keywords: catcalling, feminist legal theory, law number 12 of 2022, protection of women'’s rights,
sexual harassement

I. PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan suatu permasalahan yang masih menjadi sebuah
fenomena yang sering bahkan terus berulang terjadi di Indonesia.(Ardi and Shuhufi
2024a) Meskipun upaya - upaya telah dilakukan oleh Masyarakat, Pemerintah dan
lingkungan akan tetapi kasus tersebut masih sering terus terjadi termasuk di lingkungan
kampus. Salah satu bentuknya yakni catcalling yang sering dialami oleh mahasiswi.
Catcalling sendiri adalah tindakan menggoda, memanggil atau memberikan komentar
bernada seksual yang tidak diinginkan. Tindakan ini dapat membuat korban merasa tidak
nyaman, terancam dan terobjektifikasi secara seksual.(Silap, Kasenda, and Kumayas
2019)

Fenomena catcalling yang dialami oleh beberapa mahasiswi dikampus Unhasy
memberikan Gambaran bahwa perlindungan hak Perempuan dari pelecehan seksual
masih belum memadai.(Anggoro 2019) Beberapa mahasiswi mengaku bahwa mereka
mendapatkan perilaku tidak baik itu oleh mahasiswa lain yakni saat berada di area
kampus baik saat berjalan sendirian saat ke kantin ataupun saat berjalan dari parkiran
menuju ke kelas. (Wawancara 20 November 2024) Hal ini yang bisa mengakibatkan
munculnya perasaan tidak nyaman dan tidak aman sehingga bisa mengganggu proses
dalam menempuh Pendidikan dikampus Unhasy.

Salah satu usaha dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan
perlindungan hak Perempuan dari kekerasan seksual adalah dengan mengesahkan UU
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).(Maliki et al.
2023) Undang - Undang ini diharapkan dapat menjadi naungan hukum dalam kasus
catcalling yang terjadi pada Perempuan. Namun untuk menjadi sebuah naungan hukum

diperlukan kajian lebih lanjut mengenai relevansi dan efektivitas undang - undang
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tersebut sebagai upaya dalam perlindungan hak Perempuan korban pelecehan
seksual.(Hidayatullah, Juhana, and Rasyid 2024)

Dalam menganalisis permasalahan ini peneliti menggunakan penelitian perspektif
feminist legal theory. Yang mana teori ini menawarkan sebuah sudut pandang Kkritis
terhadap hukum yang seringkali bias patriarki dan tidak memperhatikan kesetaraan dan
keadilan gender.(Alit Septiari and Widya Dhammayanti 2023) Perspektif ini juga dapat
memeberikan sebuah evaluasi tentang Undang -undang yang sudah ada dan
mengidentifikasi beberapa aspek yang perlu diperbaiki Kembali untuk mencapai
keadilan dan perlindungan hak Perempuan.(Mansor and Noor Hisham Md Nawi 2021)
Dari sini ketika kita hubungankan dengan judul yang diangkat merujuk pada tujuannya
yakni menganalisis relevansi Undang -undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam upaya
perlindungan hak Perempuan korban pelecehan seksual khususnya kejadian yang
dialami oleh beberapa mahasiswi di Kampus Unhasy. Dengan adanya prespektif feminist
legal theory penulis berharap dapat memberikan masukan sehingga nantinya dapat
memperbaiki kebijakan dan regulasi terkait hak Perempuan dari kekerasan seksual.

(Ardi and Shuhufi 2024b)

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tentunya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi
kasus dikarenakan dalam memahami fenomena catcalling yang dialami oleh beberapa
mahasiwi di Kampus Unhasy, metode tersebut memiliki kesesuaian dalam
mengeksplorasi atau menggali fenomena catcalling secara mendalam.(Zahro Qila, Nur
Rahmadina, and Azizah 2021) Kemudian yang menjadi sumber data dalam penenlitian
ini adalah beberapa mahasiswi Kampus Unhasy yang mengalami catcalling saat berada
di lingkungan Kampus. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling
Dimana peneliti memilih informan yang memenuhi kriteria tertentu dan memiliki
pengalaman langsung terkait fenomena yang diteliti. Dalam teknik pengumpulan data
ada berupa wawancara (penggalian informasi dari pengalaman, dampak yang dirasakan,
serta pandangan sumber data terkait adanya perlindungan hukum bagi korban
pelecehan seksual).(Paradiaz and Soponyono 2022) Kemudian ada observasi

(pengamatan tentang situasi dan kondisi terkait fenomena catcalling seperti interaksi
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mahasiswa dan lingkungan sosial yang ada di Kampus Unhasy). Dan ada dokumentasi
(mencari beberapa faktor yang mendukung penolakan kekerasan seksual dilingkungan
kampus).

Selanjutnya yakni Analisis Data dari 3 teknik yang sudah dicantumkan sebelumnya
akan dianalisis dengan Metode Analisis Tematik yang meliputi : Transkripsi data
wawancara, Interpretasi dan pembahasan hasil analisis dalam konteks teori feminist
legal theory serta relevansi UU Nomor 12 Tahun 2022.

Dan yang terakhir adalah keabsahan data dengan mengembalikan hasil analisis
kepada informan yang menjadi sumber data. Yang diikuti dengan pertimbangan etika
saat penggalian data dengan informan terkait : memperoleh persetujuan informan,
menjaga kerahasiaan identitas informan dan menghormati privasi dan martabat

informan dalam proses penumpulan dan analisis data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Represif terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia
Perlindungan hukum represif terhadap kekerasan seksual di Indonesia dirancang
melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi
korban, menghukum pelaku, dan memastikan keadilan. Salah satu upaya tersebut terlihat
dari pemberian sanksi pidana kepada pelaku kekerasan seksual yang diatur dalam
beberapa regulasi.(Yulianti 2022) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam
Bab XIV, khususnya Pasal 285 hingga Pasal 294, memberikan dasar hukum untuk
menghukum pelaku kejahatan terhadap kesusilaan, seperti perkosaan dan
pencabulan.(Nur Khumaeroh 2023) Namun, pasal-pasal ini memiliki cakupan terbatas
dan belum mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya. Selain KUHP, Undang-
Undang No. 23 Tahun 2004 mengatur sanksi untuk pelaku kekerasan dalam rumah
tangga dalam Pasal 47 dan Pasal 48.(Wardhani 2021) Undang-Undang No. 35 Tahun
2014 menegaskan hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak melalui Pasal 81 dan
Pasal 82,(Maulia and Saptatiningsih 2020) sementara Undang-Undang No. 21 Tahun

2007 memberikan ketentuan hukum mengenai pemberantasan perdagangan orang yang
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sering kali melibatkan eksploitasi seksual, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)
hingga Pasal 12.(Hanim and Prakoso 2015)

Selain sanksi pidana, regulasi juga memberikan perhatian pada hak korban untuk
mendapatkan pendampingan hukum yang adil dan akses ke keadilan. Undang-Undang
No. 39 Tahun 1999, melalui Pasal 5 dan Pasal 17, menjamin hak korban untuk
memperoleh perlindungan yang objektif dari pengadilan.(Wulur, n.d.,, 3) Beberapa
undang-undang lain, seperti Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, Pasal 10 dan
Pasal 39 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, serta Pasal 59A Undang-Undang No. 35
Tahun 2014, juga mengatur tentang pendampingan dan bantuan hukum bagi
korban.(Korban 2024) Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban kekerasan
seksual tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga perlindungan selama proses
hukum berlangsung.

Perlindungan terhadap korban tidak hanya terbatas pada bantuan hukum, tetapi juga
meliputi perlindungan keamanan fisik dan psikologis. Undang-Undang No. 31 Tahun
2014 melalui Pasal 5 ayat (1) memberikan jaminan perlindungan keamanan,(Hanim and
Prakoso 2015, 31) sementara Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dalam Pasal 90 ayat
(1) dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 melalui Pasal 47 menegaskan hak korban
atas perlindungan fisik.(“Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam
Pemeriksaan Perkara Pidana” 2020) Selain itu, korban kekerasan seksual memiliki hak
untuk mendapatkan bantuan medis yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang
No. 31 Tahun 2014, serta Pasal 10 dan Pasal 40 Undang-Undang No. 23 Tahun
2004.(Sujarwo 2020) Bantuan medis ini menjadi langkah penting dalam memulihkan
kondisi fisik korban akibat kekerasan yang dialami.

Rehabilitasi psikis dan sosial juga menjadi bagian integral dari perlindungan hukum
bagi korban kekerasan seksual. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014,
Pasal 41 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, dan Pasal 51 Undang-Undang No. 21 Tahun
2007 mengatur layanan rehabilitasi yang bertujuan untuk membantu korban pulih dari
dampak psikologis dan sosial yang diakibatkan oleh tindak kekerasan seksual.(Wadjo
and Saimima 2020) Proses rehabilitasi ini sangat penting untuk membantu korban
melanjutkan kehidupan dengan lebih baik dan memberikan mereka dukungan untuk

kembali berdaya.
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Selain itu, kerahasiaan identitas korban juga dijamin oleh undang-undang guna
melindungi privasi dan mencegah terjadinya reviktimisasi. Hal ini diatur dalam Pasal 5
Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, Pasal 19 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, dan
Pasal 44 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Perlindungan kerahasiaan ini memberikan
rasa aman bagi korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami tanpa khawatir
terhadap dampak sosial yang mungkin timbul.(Suradipraja 2024)

Meskipun berbagai upaya perlindungan hukum represif telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan, masih terdapat kekurangan dalam cakupan regulasi tersebut.
Beberapa bentuk kekerasan seksual belum diakomodasi secara eksplisit, sehingga
korban dari kekerasan seksual tertentu sering kali tidak mendapatkan perlindungan
yang memadai. Selain itu, implementasi regulasi juga menghadapi berbagai tantangan,
termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, kapasitas penegak hukum yang terbatas,
serta budaya patriarki yang masih kuat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum
yang lebih komprehensif dan terintegrasi, serta upaya penguatan sistem hukum dan
pendidikan masyarakat tentang pentingnya keadilan berbasis gender. Dengan langkah-
langkah ini, diharapkan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dapat

lebih optimal dan inklusif.

B. Temuan penelitian

Pengalaman Mahasiswi Unhasy terkait kasus catcalling yang terjadi dalam lingkungan
Kampus yang didasarkan pada wawancara dengan beberapa sumber data ditemukan
bahwa fenomena catcalling masih sering terjadi dilingkungan kampus.(Ramadhania
2021) Mahasiswi mengaku pernah dipandang dengan tatapan yang menggoda, dipanggil
dengan sebutan yang bernada seksual, dan mendapat komentar bernuansa pelecehan
seksual dari mahasiswa lain. (Zahro Qila, Nur Rahmadina, and Azizah 2021)

Kemudian dampak yang dirasakan oleh korban catcalling sangat beragam mulai dari
rasa tidak nyaman, merasa tidak aman, tersinggung, marah hingga trauma dan ketakutan
untuk berada di lingkungan kampus dan ada juga yang menghindari keramaian para pria
di kampus sebagai Langkah untuk menghindari catcalling.(Srikandi and Widianti 2022)

Dari seluruh mahasiswi yang diwawancarai belum ditemukan yang melapor kepada
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pihak berwenang karena khawatir tidak akan mendapat respon yang serius. mereka
memilih untuk melepaskan keluh kesah yang terjadi kepada teman dekat mereka.

Selanjutnya yakni Analisis Relevansi UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disebutkan bahwa ada beberapa ketentuan yang
memang relevan dalam upaya melindungi hak Perempuan seperti kasus catcalling pada
pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa tindakan pelecehan seksual verbal seperti kata -
kata cabul atau merendahkan dapat dikenakan sanksi pidana.(Nurisman 2022) Namun
dalam praktiknya masih ada beberapa kendala dalam penerapan UU TPKS ini. Salah
satunya adalah masih kurang pahamnya Masyarakat yang menganggap catcalling
sebagai tindakan ringan atau malah candaan yang bukan merupakan kejahatan.(Jaman
and Zulfikri, n.d.)

Perspektif Feminist Legal Theory dalam menganalisis UU Nomor 12 Tahun
2022.(Rakia and Hidaya 2022) (Kesetaraan dan keadilan gender dalam perlindungan
hukum) Perspektif Feminist Legal Theory menekankan pentingnya kesetaraan dan
keadilan gender dalam perlindungan hukum. UU TPKS harus memastikan bahwa korban
pelecehan seksual termasuk catcalling mendapat perlindungan yang memadai tanpa
diskriminasi atau bias gender.(Lubis et al. 2023)

Feminist legal theory adalah pendekatan kritis yang secara mendalam mengevaluasi
keberadaan bias patriarki dalam sistem hukum, yang sering kali mengabaikan perspektif,
kebutuhan, pengalaman, serta perjuangan perempuan dalam menghadapi ketidakadilan
gender.(Arivia 2020) Bias ini tidak hanya hadir secara eksplisit dalam aturan hukum yang
diskriminatif, tetapi juga terwujud secara implisit melalui interpretasi, implementasi, dan
praktik hukum yang cenderung meminggirkan isu-isu perempuan. Salah satu contoh
nyata adalah dalam penanganan kasus pelecehan seksual, di mana hukum sering
memandang pelecehan ini semata sebagai persoalan individual, bukan sebagai
manifestasi masalah struktural yang tumbuh subur akibat ketimpangan kekuasaan,
norma sosial yang bias gender, serta budaya patriarki yang terus mengakar. Akibatnya,
korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, bahkan menghadapi
reviktimisasi dalam proses hukum.

Lebih jauh, dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual (UU TPKS), analisis komprehensif menjadi kebutuhan mendesak untuk
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memastikan regulasi ini benar-benar dapat menciptakan perubahan signifikan dalam
penanganan kekerasan berbasis gender. Selain mengatasi bias patriarki yang masih
mengakar dalam penegakan hukum, penting untuk mengevaluasi dan memperkuat
berbagai elemen pendukung, seperti aksesibilitas layanan hukum yang ramah korban,
ketersediaan mekanisme pelaporan yang aman, terpercaya, dan sensitif gender, serta
keberadaan program perlindungan dan pendampingan yang holistik. Pendampingan ini
harus melibatkan layanan hukum, medis, psikososial, hingga dukungan rehabilitasi yang
dapat membantu korban untuk pulih dari trauma sekaligus memberdayakan mereka
agar mampu melanjutkan hidup dengan lebih baik.(Cahyadi 2024)

Dalam skala lebih luas, upaya memperbaiki sistem hukum tidak cukup hanya
berfokus pada penghapusan bias patriarki di tingkat regulasi atau kebijakan, tetapi juga
membutuhkan perubahan budaya hukum secara menyeluruh. Reformasi ini melibatkan
pendidikan bagi aparat penegak hukum, peningkatan kesadaran publik tentang
pentingnya keadilan gender, serta penyediaan ruang yang lebih inklusif bagi perempuan
untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di bidang hukum. Semua langkah ini
harus dilakukan secara sinergis dan berkelanjutan untuk menciptakan sistem hukum
yang benar-benar adil, responsif, dan berperspektif gender, sehingga mampu mengatasi
akar masalah kekerasan seksual dan ketidakadilan yang dihadapi perempuan di

masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena catcalling di lingkungan Kampus
Unhasy masih sering terjadi dan berdampak signifikan terhadap kenyamanan,
keamanan, dan kesejahteraan psikologis mahasiswi. Meskipun Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan landasan hukum
yang relevan untuk menangani kasus pelecehan seksual verbal, implementasinya
menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat dan
budaya patriarki yang menganggap catcalling sebagai tindakan ringan. Dalam konteks

perlindungan hukum, analisis melalui perspektif Feminist Legal Theory menunjukkan
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bahwa sistem hukum masih cenderung bias dan belum sepenuhnya responsif terhadap

kebutuhan korban.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum, diperlukan upaya sinergis
dalam memperbaiki regulasi, memperkuat mekanisme pelaporan yang aman dan sensitif
gender, serta menyediakan layanan pendampingan yang holistik bagi korban. Reformasi
budaya hukum juga menjadi kunci untuk mengatasi akar masalah ketidakadilan gender,
melalui edukasi aparat penegak hukum dan peningkatan kesadaran publik tentang
pentingnya keadilan berbasis gender. Dengan langkah-langkah ini, sistem hukum
diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih inklusif, adil, dan responsif
terhadap korban kekerasan seksual, termasuk pelecehan verbal seperti catcalling,
sekaligus memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi secara setara dalam

masyarakat.
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